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ABSTRAK

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI
PT. CREDIT UP INDUSTRI INDONESIA DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL
116 —-PASAL 135 UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Nama : SUWONDO
NPM 11307350036

Pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama adalah untuk menjamin
kesinambungan adanya perlindungan hak dan kewajiban tenaga kerja
secara bertimbal balik dengan pengusaha sebagaimana di atur dalam
peraturan perundang undangan dan hasil perundingan serikat pekerja
dengan pengusaha demi menciptakan suatu hubungan kerja yang
harmonis,sebagai modal dasar dalam hubungan industrial, oleh karena itu
Perjanjian Kerja Bersama dari waktu kewaktu harus dievaluasi yang pada
waktunya tiba waktu perpanjangan maka diharapkan tercapai suatu kondisi
yang lebih baik bagi kedua belah pihak dibandigkan dengan Perjanjian
Kerja Bersama sebelumnya.Sebagai objek penelitian dalam penulisan ini
penulis mengangkat Perjanjian Kerja Bersama pada PT.Credit Up Industri
Indonesia.Rumusan masalah dalam penulisanskripsi ini adalah
Bagaimanakah mekanisme pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama
menurut Pasal 116 — Pasal 135 UU No.13 Tahun 2003 ? Dan
Bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di PT. Credit Up
Industri Indonesia ? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah
metode penelitian hukum normative yang didasarkan kepada setudi
kepustakaan ,dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan yang di atur
dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,terkait
pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama yang di buat oleh serikat pekerja
dan pengusaha.Hasil penelitian Perjanjian Kerja Bersama di PT.Credit Up
Industri Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003
dan peraturan Menteri No.28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama.Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di PT.
Credit Up Industri Indonesia sudah berjalan sesuai dengan aturan yang
berlaku hanya saja ada beberapa poin yang belum dilaksanakan
perusahaan seperti ;Ruang kantor serikat pekerja,Tarip upah lembur, dan
Penghargaan lima tahunan, hal mana terjadi disebabkan oleh hal hal teknis
yang penyelesaianya perlu dilakukan secara musyawarah mufakat demi
keharmonisan hubungan pekerja dengan pengusaha, yang pada waktunya
hasil kesepakatan dapat diatur melengkapi Perjanjian Kerja Bersama dan
bila kelak ada pembaharuan ,kesepakatan itu menjadi bagian yang di
tambahkan dalam perjanjian kerja Bersama .



